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Abstrak
Sebagai salah satu kelompok atau individu yang diberi amanah khusus oleh Tuhan untuk mewakili-Nya dalam bidang pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, pemerintah atau penguasa tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Di satu sisi syari'at Tuhan dan ketentuan-Nya untuk menciptakan manfaat bagi umat manusia dan fokus pada perlindungan dan penanganan khusus masalah massa atau masalah kemanusiaan. Artinya, pemerintah sebagai wakil Tuhan harus memiliki kebijakan yang berpihak dan mengutamakan kebijakan yang berlandaskan humanisme. Sebagai kajian dan pembahasan literatur berbasis literatur, tulisan ini mengungkap sepotong ijtihad seorang ulama kontemporer Yusuf Qardhawi yaitu fiqh keutamaan. Kajian ini sangat penting untuk diseminasi, melihat problematika gagasan kebijakan pemerintah yang seringkali mengesampingkan masalah kemanusiaan, serta pentingnya menggunakan kacamata analisis baru berupa kajian yang berbasis syariat Islam. Jadi, kajian semacam ini, dapat dijadikan pertimbangan khusus dan menambah khazanah baru dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.
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PENDAHULUAN
Di tengah keadaan hidup di era post-modern saat ini, umat Islam dihadapkan kepada situasi untuk memilih antara dua hal atau lebih dan menjadi bertentangan  dan harus menentukan skala prioritas di antara hal-hal tersebut contohnya dalam keadaan sekarang ini, keadaan pandemi, pada satu sisi umat Islam harus melaksanakan shalat Jum`at, tetapi pada sisi lain ia juga harus mengikuti himbauan pemerintah dan MUI agar menggantinya dengan shalat zhuhur di rumah.
Apabila memperhatikan kehidupan kita dari berbagai sisinya baik dari segi material maupun spiritual, dari segi pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik ataupun yang lainnya maka kita akan menemukan bahwa timbangan prioritas pada umat Islam sudah tidak seimbang lagi.[footnoteRef:1] Maka hadirnya fiqh awlawiyyah yang diharapkan dapat menjadi solusi dari problematika masyarakat saat ini. [1:  Prof. Dr. Yusuf al-Qardawi, Fiqh Keutamaan, (Doha: 1994) hal. 8] 

Pada saat ini banyak kita jumpai fenomena yang terjadi di masyarakat dimana peran fiqih awlawiyyah dikesampingkan. Seperti, banyaknya orang yang lebih memilih melaksanakan ibadah haji yan kedua, ketiga dan kesekian sedangkan di luar sana masih banyak orang yang kehidupannya jauh dari kesejahteraan. Maka, salah satu gagasan yang dimunculkan oleh Yusuf al-Qardawi di dalam fiqh awlawiyyah adalah kepentingan umat Islam (kesejahteraan) lebih utama daripada melaksanakan haji sunnah.
Telah kita ketahui bahwa di dalam Islam ada 5 hukum: Wajib-Sunnah-Mubah-Makruh-Haram, ini sudah jelas menjadi acuan skala prioritas kita sebagai umat Islam sebelum menentukan mana yang harus terlebih dahulu di kerjakan. Jika kita salah dalam menentukan skala prioritas maka akan berdampak negatif kepada banyak hal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pemahaman agama secara utuh dan menyeluruh salah satu nya mengetahui istilah fiqh prioritas.
Fiqh menurut etimologis artinya paham, sedangkan menurut terminologis, fiqh adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah atau praktis yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci.[footnoteRef:2] Fiqh juga merupakan interprestai terhadap hukum syara’ yang terkait dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring perubahan waktu dan tempat.[footnoteRef:3]  [2:  M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 54]  [3:  Ibid, hal. 55] 

Adapun makna dari prioritas (Aulawiyyah) jika dilihat dari penulisan kitab Al-Arab berkata,”Dijelaskan dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki musyrik yang masuk Islam dari tangan seorang muslim, beliau bersabda yang terjemahannya:

 “Dia adalah orang yang paling (aula) utama terhadap hidup dan matinya.” Maksudnya ia lebih berhak dari orang lain.[footnoteRef:4] [4:  Dr. Abdus Salam Ali Al-Karbuli, Fikih Prioritas, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016) hal. 16] 


Sedangkan istilah al-awlawiyyah adalah bentuk jamak dari kata tunggal al-awla, yang tampil dalam bentuk ism al-tafdhil (kata benda bermakna melebihkan). Seacara etimologis, kata al-awla memiliki dua makna, pertama lebih berhak atau lebih cepat; dan kedua lebih dekat. Tetapi makna kedua pada dasarnya kembali kepada makna pertama. Ibn al-Manzur menyebutkan suatu kalimat: fulan awla bi hadha al-amr min fulan, artinya: si fulan lebih berhak atas suatu perkara. Adapun secara terminologis, istilah al-awlaeiyyah belum pernah digunakan oleh ulama di masa klasik baik dari ahli-ahli linguistik maupun disiplin keilmuan Islam lainnya.[footnoteRef:5] [5:  Nashrun Jauhari, “Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Urgensinya di Era Kontemporer”, Jurnal Studi Keislmana, Volume 3 No. 1 September 2016, hal. 137] 

Menurut Yusuf al-Qardawi fiqih awlawiyyah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya (secara adil). Segala jenis hukum ahkam, amal dan nilai-nilai yang terikat dalam Islam terikat dengan fiqih awlawiyyah maka harus didasarkan pada suatu prinsip mengutamakan diatas prinsip yang lain. Dengan kata lain hendaklah menempatkan suatu perkara yeng lebih wajib didahulukan dengan perkara yang sunnah.[footnoteRef:6] Dalam makna lain Fiqh prioritas (fiqh al-awlawiyyah) yaitu pemahaman yang komperenshif akan segala hal yang berkenaan dengan hukum, nilai dan amalan agama serta menempatkannya dalam tingkatan yang adil dengan mendahulukan yang lebih utama di atas yg utama, primer di atas sekunder. [6:  Nasfa Alif Diana, Skripsi: “Fiqih Awlawiyyat; Prioritas Antara Ibadah Umrah Lebih Dari Sekali Dan Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Elit NU Surabaya” (Surabaya: UINS 2015) hal. 9 (Mubarok, 2016) (Diponegoro, 2018)] 

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang terjemahannya: 

 “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan letakkanlah timbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. 

Dalil tersebut menunjukkan bahwa nilai, hukum, pelaksanaan kewajiban menurut pandangan agama ialah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Semuanya tidak berada pada satu tingkat. Ada yang pokok dan ada yang cabang, ada yang berbentuk rukun dan ada pula yang hanya sekedar pelengkap, ada yang penting dan ada yang lebih penting.
Fiqh prioritas adalah suatu konsep pemecahan masalah yang dikembangkan oleh para ahli fiqh, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum sesuatu yang belum secara tegas ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu cara berpikir yang sistematis berbasis fiqh prioritas ini perlu dikembangkan dalam menyelesaikan masalah umat. Cara berpikir seperti ini juga harus menjadi cara berpikir mayoritas umat Islam, oleh karena itu prinsip-prinsip berpikirnya perlu diajarkan kepada generasi penerus umat sejak dini.[footnoteRef:7] [7:  M. Shofi Mubarok, “Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Fiqh Prioritas”, Jurnal Insania, Vol. 21 No. 1 Januari-Juni 2016, hal.  65] 


PEMBAHASAN
Model Fiqh al-Awlawiyyat Menurut Yusuf al-Qardhawi
Ada beberapa model dari fiqh al-Awlawiyyah dalam pemikiran al-Qardhawi[footnoteRef:8], yaitu: [8:  M. Hatta Diponegoro, “Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Al-Awlawiyyat”, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol.  9 No. 1 Maret 2018, hal. 64-70] 

1. Al-Awlawiyyah terhadap tujuan syariat
Di antara materi kajian ilmu fiqh adalah mendalami dan memahami dengan baik tujuan syariat atau menghubungkan antara satu bagian nash ke bagian nash yang lain, baik melalui al-Qur’an maupun al-Hadits. Dalam konteks tujuan syariat ini, al-Qardhawi memberikan komentar lebih lanjut bahwa saat ini banyak sisi kelemahan bagi mereka yang menyibukkan dalam ilmu agama yang bersifat lahiriah, bukan pada rahasia dan tujuan ilmu. Mereka menjelaskan syariat dan hukum-hukum Allah secara komprehensif dan tidak mengaitkannya dengan ‘illat al-hukm. Bila hal ini terjadi, maka yang terlihat bagi syariat Islam seolah tidak merealisasikan kemaslahatan manusia.
2. Al-Awlawiyyah terhadap jalan kemudahan
Dalam kajian hukum Islam, prinsip mendahulukan usaha untuk lebih memudahkan selalu harus lebih diupayakan. Al-Qhardhawi dalam kebijakannya dalam suatu kesempatan mengatakan, bahwa bila ia menghadapi dua pendapat yang hampir bersamaan dalam syari’at, yang satu lebih berat dan yang lain lebih ringan untuk diterapkan, maka ia akan memberikan fatwa kepada masyarakat dengan pendapat yang lebih ringan daripada yang lebih memberatkan. Al-Qardhawi menjelaskan dasar pemikirannya adalah petunjuk Nabi SAW, saya tidak memilih diantara dua hal kecuali yang lebih ringan. Nabi SAW memerintahkan kepada para imam dalam shalat berjama’ah agar meringankan shalatnya, sebab diantara makmum terdapat yang lemah, tua, atau mempunyai keperluan tertentu.
3. Al-awliyyah terhadap amal
Dalam al-Qur’an maupun al-Hadits telah menjelaskan bahwa amal perbuatan yang terbaik menurut konsepsi syariat adalah perbuatan yang dilakukan secara konsisten. Di dalam al-Qur’an dan Hadits terdapat istilah lebih utama (afdal) dan lebih dicintai (ahabb). Artinya, bahwa bagi para pelaku amal hendaknya senantiasa menekuni dan menjalankan secara terus-menerus.
4. Dalam hal ini, al-Qardhawi memberikan komentar bahwa sebenarnya seseorag cukup melaksanakan suatu amalan yang jumlahnya sedikit, akan tetapi dilakukan secara rutin, sehingga akan muncul ketaatan yang terus menerus dan keberkahannya yang banyak. Berbeda dengan mengerjakan amal yang banyak, berat, namun dilakukan secara terus menerus akan dapat berkembang, sehingga melebihi yang banyak terputus hanya dalam beberapa waktu saja.
5. Al-awlawiyyah terhadap perintah Allah.
Hal yang seharusnya mendapat perhatian pertama dalam perintah adalah mendahulukan yang ushul (pokok) daripada yang furu’ (cabang). Akidah adalah pokok, sedangkan syariat adalah cabangnya. Iman adalah pokok dan amal adalah cabangnya. Iman yang benar harus membuahkan amal yang baik, dan atas dasar kekuatan dan kedalaman iman, maka amal-amal itu ada, baik itu dengan mengerjakan perintah atau menjauhkan diri dari larangan.
Adapun terkait dengan keutamaan ibadah bagi individu, ulama beragam berpendapat tentang masalah ini. Dalam hal ini Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa keutamaan ibadah sangat berbeda antara seseorang dengan yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Menurutnya, ketika seseorang menyatakan iyyaaka na’budu, itu berarti baginya ibadah yang paling utama dan paling berhak untuk diprioritaskan terdapat empat pendapat:
a. Ibadah yang paling utama adalah yang paling berat bagi diri dan jiwa, karena hal itu merupakan sesuatu yang paling jauh dari hawa nafsu dan penyembahan yang sesungguhnya.
b. Ibadah yang paling utama adalah membebaskan diri dari segala urusan materi dan berlaku zuhud. 
c. Ibadah yang paling utama adalah yang manfaatnya lebih banyak, membantu orang kafir, memberi kemaslahatan bagi orang lain adalah ibadah yang paling utama
d. Ibadah yang paling utama amal yang paling diridhai Allah dalam setiap waktu sesuai dengan waktu tertentu serta tugas-tugas tertentu yang diemban pelakunya. Maka ibadah yang paling utama pada shalat fardhu adalah bersiap-siap secara sempurna, cepat-cepat melakukannya di awal waktu, dan keluar manuju masjid bila letak masjid jauh, maka hal itu lebih utama.
6. Al-awlawiyyah terhadap larangan Allah.
Al-awlawiyyah terhadap sesuatu yang terlarang terdapat perbedaan tingkatan. Dalam skala prioritas terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah kekufuran, sementara tingkatan terendahnya adalah apa yang disebut dalam kajian ushul fiqh sebagai makrih tanzih. Dalam hal kesyirikan, juga terdapat tingkatan. Tingkatan terbesarnya adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Mengutip pendapat Ibn al-Qayyim kembali, menyebutkan bahwa tingkatan syirik yag terkecilnya adalah riya’, berpura-pura dihadapan manusia

Kajian Kaidah Fiqh al-Awlawiyyah
1. Amal yang berdampak luas lebih diutamakan dari amal yang bermanfaat secara terbatas; hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh Ibnu Abbas r.a membantu orang lain dari pada I’tikaf di masjid Nabawi, karena I’tikaf hanya bermanfaat bagi Ibnu Abbas sedangkan membantu orang lain bermanfaat untuk Ibnu Abbas dan yang lain. Dampaknya lebih luas
2. Amal yang kontinyu lebih diutamakan dari amal yang terputus; sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW bahwa amal yang kontinyu meskipun sedikit lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amal banyak, tetapi tidak kontinyu.[footnoteRef:9] [9:  https://www.tazkiyatuna.com/fiqih-aulawiyat-qurban-dan-bencana/, diakses pada Jum’at 5 Maret 2021 pukul 08.03 WIB] 

Adapun rujukan utama dalam Fiqih Prioritas langsung dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan sunnah. Keduanya merupakan sumber dari hukum Islam yang tidak dapat diragukan lagi, dan keduanya merupakan sumber dari hukum Islam, yang memberikan petunjuk langsung tentang prioritas dalam beramal, seperti dalam hadits dijelaskan bahwa shalat jama’ah melebihi shalat sendirian dengan 27 derajat.[footnoteRef:10]  [10: (Ramadhona, 2014)] 


Penerapan Fiqh Prioritas 
Pada awalnya penyebutan istilah ini bukan “fiqh al-awlawiyyah”, akan tetapi “fiqh urutan pekerjaan”. Namun seiring berjalannya waktu, sejak beberapa tahun yang laly istilah tersebut diganti dengan “fiqh prioritas”, karena istilah tersebut dianggap lebih luas cakuupannya dan lebih menunjukkan pada konteks kekinian. Kajian mengenai fiqh prioritas dimaksudkan untuk menyoroti sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama. Sehingga orang-orang yang memperjuangkan Islam dapat membuat perbandingan mengenainya, kemudian dapat membedakan mana yang seharusnya didahulukan oleh agama dan mana pula yang harus diakhirkan.[footnoteRef:11] Oleh karena itu berikut beberapa implementasi dari fiqh prioritas, adalah sebagai berikut:[footnoteRef:12] [11:  Suci Ramadhona, Skripsi:”Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqh Prioritas”, (Medan: IAIN Sumatera Utara 2014) hal. 23]  [12:  Ibid. hal.  41] 

1. Memprioritaskan terhadap amal perbuatan yang lebih lama manfaatnya dan lebih langgeng, sekalipun telah meninggal, yaitu Sedekah Jariyah.
Suatu pekerjaan lebih luas jangkauannya dan lebih lama serta kekal pengaruhnya, maka hal itu lebih dikehendaki dan diutamakan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Setiap kali suatu perbuatan itu lebih lama manfaatnya maka pekerjaan itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT. sebagaimana disebutkan dalam hadits: 

“Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amal peerbuatannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholeh. (Bukhari dan Muslim).”

Hadits di atas menunjukkan bahwa shadaqah jariyah memiliki kelebihan, yang manfaatnya terus dirasakan walaupun orang yang memberikannya sudah tiada. Seperti harta wakaf, yang telah dikenal oleh kaum Muslimin sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang.
2. Memprioritaskan Ilmu Atas Amal
Diantara pemberian prioritas yang dibenarkan oleh agama ialah prioritas ilmu atas amal. Ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan.
Rasulullah SAW pertama-tama memerintahkan umatnya untuk menguasai ilmu tauhid, baru kemudian memohon ampunan yang berupa amal perbuatan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat Fatir ayat 28  yang terjemahanya:

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya ulama…(Q.S. Fatir: 28).”

Fiqh prioritas ini dasar dan porosnya ialah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan dapat mengetahui apa yang mesti didahulukan dan apa yang harus diakhirkan. Tanpa ilmu pengetahuan akan kehilangan arah, dan melakukan tindakan yang tidak karuan.
Berdasarkan uraian di atas, ilmu merupakan suatu hal yang penting. Ilmu sangat inheren dengan amal perbuatan manusia. Jika amal yang dilakukan berdasarkan ilmu, maka hasilnya akan memuaskan. Namun, dengan tiadanya ilmu dalam amal, maka hasilnya penuh dengan kekecewaan.
3. Memprioritaskan pemahaman atas hafalan
Menurut Qardhawi, fiqh merupakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih spesifik dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya fiqh itu mencakup pemahaman, dan juga pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, Allah SWT menafikannya dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ketika Allah memberikan sifat kepada mereka.

 “…. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti” (Q.S. al-Anfal: 65)

Berdasarkan ayat diatas bahwa pemahaman itu lebih tinggi tingkatannya dari sekedar hafalan. Karena dalam proses pembelajaran pemahaman terhadap materi ajar merupakan hal yang urgen. Tentunya, hal ini berbeda dalam pembelajaran al-Qur’an. Orang yang dapat menghafal al-Qur’an adalah suatu kemuliaan bagi dirinya. Akan tetapi, menjadi lebih mulia jika penghafal al-Qur’an paham akan makna yang terkandung didalamnya.
4. Memprioritaskan amal yang terus menerus atas amal yang terputus
Setiap amal memiliki jenjang, ukurannya ialah bahwa jenis pekerjaan ini harus pekerjaan yang kontinyu (berkelanjutan), sesuai dengan hadits dibawah ini:

 “Amalan yang paling dicintai Allah adaah amalan yang kontinyu walaupun sedikit.”

Dari hadits di atas, dijelaskan bahwa nabi SAW menganjurkan untuk selalu melakukan amalan secara terus-menerus secara rutin dan kontinyu, sebab hal demikian lebih baik dari melakukan amalan yang banyak, tapi pada waktu tertentu saja. dan boleh jadi, amalan yang sedikit tapi kontinyu akan tumbuh sehingga mengalahkan amalan yang banyak yang dilakukan pada satu waktu. Seperti dikatakan dalam pribahasa “sesungguhnya sesuatu yang sedikit tapi terus berlangsung adalah lebih baik dari pada amalan yang banyak tapi terputus.”
5. Memprioritaskan membantu saudara yang terkena bencana atas berqurban
Berqurban manfaatnya hanya terbatas, tetapi membantu saudara yang terkena bencana (donasi) manfaatnya lebih luas. Hal tersebut karena kebutuhan saudara yang terkena bencana itu bersifat mendesak, sedangkan berqurban bersifat muwasa’ (longgar) bahwa masih ada kesempatan di masa mendatang. Hukum dari menyembelih hewan qurban itu sunnah, sedangkan membantu saudara yang terkena bencana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (dalam kondisi tertentu) menjadi wajib.
Dengan berqurban hanya menjaga agama yang ada dalam diri si pequrban, sedangkan dengan membantu saudara yang terkena bencana akan meringankan mereka dalam menjaga agama, jiwa, generasi, akal, harta, dan lingkungan.[footnoteRef:13] [13:  https://www.tazkiyatuna.com/fiqih-aulawiyat-qurban-dan-bencana/, diakses pada Jum’at 5 Maret 2021 pukul 08.03 WIB] 

6. memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit
Diantara prioritas yang sangat dianjurkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185.

 “….Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu….” (QS. al-Baqarah: 185)

Ayat di atas menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam salah satunya yaitu meniadakan kesukaran dan kesempitan. Karena asas meniadakan kesukaran/kesempatan inilah Islam memberikan kemudahan kepada umat Islam pada saat menghadapi keadaan darurat atau hajat. Keringanan (rukhshah) itu mesti dilakukan, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT harus dipilih, apabila ada kondisi yang memungkinkannya untuk melakukan itu, misalnya karena tubuh yang sangat lemah, sakit, tua, atau menghadapi kesulitan dan lain-lain alan yang dapat diterima[footnoteRef:14] [14: ] 

7. Memprioritaskan perbaiki diri sebelum memperbaiki sistem
Menurut Qardhawi bahwa memberikan perhatian terhadap pembinaan individu lebih diprioritaskan sebelum membangun masyarakat, atau memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem dan institusi. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Ra’d ayat 11
 
 “….Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” (QS. ar-Ra’d: 11)

Ayat di atas merupakan dasar bagi setiap usaha perbaikan, perubahan, dan pembinaan sosial. Yaitu usaha yang dilakukan dimulai dari individu, setelah itu orang lain. Jika pondasi kokoh maka yang lain pun akan kokoh.
Dapat disimpulkan bahwa perbaikan individu (diri) lebih diprioritaskan dari perbaikan sistem atau institusi. Perbaikan diri merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum memperbaiki hal yang lebih besar, dalam hal ini institusi. Karena diri merupakan salah satu unsur penggerak sebuah institusi.

SIMPULAN
Penyelesaian oleh pemerintah terhadap problematika kemanusiaan menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi visi dari setiap pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan, pemerintah selalu dihadapkan pada kebingungan dalam mengambil kebijakan, kebijakan mana yang harus didahulukan dan kebijakan mana yang harus diakhirkan. Fiqih pioritas dalam hal ini memberikan sumbangan terhadap pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan yang memprioritaskan atas terwujudnya kemaslahatan (maqashid syari’ah) yang lebih banyak dan mengakhirkan kebijakan yang kemaslahatannya lebih sedikit. Memprioritaskan kebijakan yang lebih kongkrit dan lebih dibutuhkan dalam realitas sosial masyarakat. Sehingga kebijakan dengan pertimbangan fiqih prioritas ini diharapkan menciptakan sebuah kebijakan yang mewujudkan kepentingan fundamental setiap manusia (ushul al-khomsah) dan bisa diterima dalam kondisi dan realitas sosial.
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